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WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar banyak
terdapat arsip dinamis inaktif dengan penataan tidak teratur,
sehingga menyulitkan dalam proses penemuan kembali saat

diperlukan ;

. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

pelaksanaan kearsipan sebagai daya dukung penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk menjamin
keselamatan arsip dinamis inaktif dimaksud sebagai aset
informasi daerah dan bahan pertanggungjawaban kinerja
pemerintahan, maka perlu penanganan arsip dinamis inaktif
pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Peraturan Walikota Blitar
Nomor 25 tahun 2009 tentang Penanganan Arsip Dinamis
Inaktif Tidak Teratur di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga

dipandang perlu untuk diganti ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam

huruf a, huruf b dan huruf c¢, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pengelolaan

Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur/Tengah/Barat ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071) ;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah ;
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Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009
Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur ;

Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pokok-pokok Penyelenggaraan Kearsipan Daerah ;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal 1
Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah
Kota Blitar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 2
Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, diberlakukan bagi SKPD pencipta arsip sebagai

panduan dalam melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif.

Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan
Walikota Blitar Nomor 25 tahun 2009 tentang Penanganan
Arsip Dinamis Inaktif Tidak Teratur di Lingkungan Pemerintah
Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR



Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.
Ichwanto
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 38
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto









